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Letak geografis Indonesia sebagainegara kepulauan yang berada di antara Samudera Pasifik dan
Samudera Hindia serta dilewati oleh jalur ALKI .



|. PERANJALANDANLANDASANRENGATURARENYELENGGARARMILAN

1.1 PENGERTIAN JALAN

Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk
bangunanpelengkapdan perlengkapannyayang diperuntukkan bagi lalu lintas,
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah
permukaan tanah dan/atau air, sertadi atas permukaan air, kecuali jalan kereta
api, jalan lori, danjalan kabel. (UU 38/2004tentang Jalan)

1.2 FUNGSI UTAMA JARINGAN JALAN

1. Prasarana distribusi barang dan orang, merupakan urat nadi kehidupan
masyarakat,bangsa , dan negara.

2. Secara fisik merupakan satu kesatuan jalan yang saling menghubungkan
dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan di wilayah, Kawasan dan subkawasan
dalam satu hubungan hirakis, sehingga perannya vital sebagai pembentuk
struktur ruang wilayah maupun perkotaan.



1.3 PENYELENGGARAAN JALAN

Peran jalan tersebut esensinya termuat dalam UU 38/2004, yang selanjutnya mengatur

penyelenggaraan jalan umum meliputi pengaturan , pembinaan , pembangunan, dan
pengawasan ; penyelenggaraanalan tol meliputi pengaturan , pembinaan , pengusahaan |,
dan pengawasan ; dan penyelenggaraajalan  khusus .

Untuk keterpaduan dan konektivitas, Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas,
sedangkan Jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan

jasayang dibutuhkan.
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1.4 MEMBANGUN KONEKTIVITAS MENERUS (Esensi Pasal 7)

Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan
sekunder yang terkait secara hirarkis. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem
jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk
pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua
simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder
merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa
untuk masyarakat di dalam Kawasanperkotaan.

SKETSA PENGATURAN SISTEM JARINGAN JALAN
UU 38 No. 2004 dan PP 34 No. 2006

Dari pusat produksi hingga ke outlet, angkutan harus melalui semua fungsi
jalan yang ada (sehingga mantapnya jaringan jalan arteri primer menjadi
kurang bermakna tanpa kemantapan jalan kolektor, lokal dan lingkungan).
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1.5 INFERDERENDERSNGS ISTATU BAN IKELASALLAN
(Struktur yang melandasiPengatutanaringanialan)
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1.6 STATUS JALAN (MUARA KELEMBAGAAN)
UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Jalan nasional

Merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan
antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol

Jalan provinsi

Merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota
provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan
strategis provinsi

Jalan kabupaten

Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota
kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan
pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah
kabupaten, dan jalan strategis kabupaten

Jalan kota

Merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar
pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil,

menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di
dalam kota

Jalan desa

Merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di
dalam desa serta jalan lingkungan



II. ISU PENYELENGGARAAN JALAN DAN DUKUNGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
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3. Konektivitasjaringanjalan nasional
denganjalan sub nasional padaJalan '« * ° =
Subnasionalagarmenerusdari tempat T e
produksi sampai ke outlet dan
konsumerakhir.

Daya Saing Jalan (2010 - 2019)

Dayasaingjaringanjalandi Indonesianeskipun
sudahcenderungmembaik namun sesuai
World Economic Forum (WHEfRgasihtertinggal
dibandingkardenganThailand dan Malaysia.



Daya Saing Infrastruktur
Tertinggal

yang Cenderung

Indonesia Malaysia Tiongkok India Vietnam Filipina
Panjang jalan (km) 1.745 2.021 136.500 24.000 2.150 286
Kepadatan (km/jut
epadatan (km/juta 6,75 63,75 98,72 18,33 23,22 2,74
penduduk)
5 - Jam per 100 km
= Jepan Singapura —
R B
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& Vietham ?orgé Flongkok Bank, 2020
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Sumber: PER World Bank 2020 Sumber: PER World Bank 2020

-Indonesiamemiliki Waktu Tempuh( jam per 100 km) yaniambat, yakni2,2 Jam/Km
AJikadibandingkamegara ASEAN laseperti Malaysia dan VietnankualitasinfrastrukturJalan di Indonesia
cenderungrendahdari sisiWaktu Tempuh Kemudian_Logistic Performance Index vs Global Competitiveness Index
Indonesiacenderungertinggaldisbanding negaraegaratetanggasepertiThailand dan Malaysia .
AJikadilihat dari kepadatanjalantol, Indonesiscukupjauh tertinggaldenganVietnam yangnencapai23,22 kmjuta

penduduk Untuk mencapahaltersebutsetidaknyalndonesigperlu menambahtotal panjangjalanhingga 6.002
km atau bertambahsebesar4.257,8 km




21 MANAJEMEN ASET JARINGAN JALAN MELALUI PRESERVASI
JARINGAN JALAN YANG ADA

Panjangalannasionaldi Indonesianencapaid7.017 kmjalanprovinsisepanjang4.554 km
danjalankabupaterkota sepanjangt37.782 km sehingga totphnjangjaringanjalansebesar
539.353 kmlgelumtermasukjalantol yangsaatini sudah beroperasi2.125 kmatautotal aset
jalansepanjang41.478 km).

1) Dukungan paddeknisManajemenAset

Prinsipmanajemenasettentunyasemuajaringanjalanyangadaseharusnyderfungsibaik,
sehingganelihatdata akhir2019kondisijalannasionalbagusdansedang92%,namuntidak
meneruspadajalansubnasionalyaitu jalanprovinsiyangkondisibagusdansedangs8% dan
jalankabupatenhanya57%.Kondisiini menyebabkarbiayatransportasiyangtinggi. Jaringan
jalandibangundenganumur rencanatertentu (10tahunatau 20 tahun), dan agajaringanjalan
berfungsibaik, setiapruasjalanharusdi preservas(rekonstrukskalauumur habis rehabilitasi
umumnyasetiap5 tahun dan pemeliharaarrutin tahunan untuk semuaruasjalan).

a. Peningkatarnteknis manajemenasset perlu disinggungdalamperaturanperundang
undangan terutama untuk daerah

b. Perlunygpenegasan tanggung jawab oleh pemerintah pusat dalam hal pengelol:
jalan berdasarkan kewenangan sesuai status jalan terkait. Namun diperlukan pula
Intervensi dari pusat jika pengelolaannya tidak berjalan denggR, sepertitidak
dipenuhinyé&standarPelayanarMinimal



Disparitas Kondisi Jalan Nasional dengan

Jalan Sub-Nasional

Presentasé’angsalari Total Panjang Jalan d&wondisinya
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120
100 100
100 92
80,5
80 68
57
60
40
20 8,8 10,5
0,2
0
Nasional Provinsi Kabupaten Jalan bebas hambatan

m Kondisi bagus & sedang (%) ® Pangsa dari total menurut Panjang jalan (%)

Sumber: PER World Bank 2020

—Kesenjangar disparitaskondisiJaringanJalanNasionaldenganJalan SutNasional

A JalanProvinsidan Kabupatermengisipangsaerbesardalamjaringanjalandi Indonesiag1 %)
namunkondisijalanyangterkategoribaikhanyaberkisar60 % jauh dibandingkarkondisijalan

yangterkategoribaik pada JalamNasional(91%.
A Undangundangtelah mendelegasikasecarategasstatusjalansesuakewenangarmasing

masingpihak(nasionaj provinsj kabupaten kota)




2) Dukungarmpendanaanpadajalan propinsidan kabupaten kota.

PanjangJalanProvinsidan JalarKabupaterKota mencapai492.336 kmatau 91%dari
keseluruhanaringanjalandi IndonesiaPeranjalansubnasiona sangatpentingterutama
untuk menghubungkamalannasionalyang merupakaimalur logistikdan main trunkdengan
kawasarnndustri, permukiman perekonomiannamunkapasitagpendanaarpemerintah
daerahsangatterbatasdalammempreservasjalanyangmenjadikewenangannya

a. DukunganPemerintahPusatuntuk jalan subnasionaimelalui DanaAlokasiKhusus
(DAK)bisalebih dilembagakandan sesuaikebutuhanuntuk sekaligussebagasstimulan
percontohanteknis.

Sejauhini DAKuntuk jalanberkisarantaral7-19trilyun rupiah kecualitahun 2016sebesar
41 trilyun rupiah perlu di dayagunakanuntuk ruasruasstrategisdan perlu puladitingkatkan
prioritas penanganannyéerbasiananajemenaset

b. Dukungamemerintahpusatbisapula dilakukandenganmemberikaninsentif kepada
pemerintah daerahmelalui skemaantaralain HibahJalanDaerah terutamauntuk
mendukungterwujudnyaoutcome dipusatpusatpertumbuhannasionalsepertidi
kawasanekononmkususpariwisataatau industry,denganpemerintahdaerahakan
menanganjalansesuakewenanganng melaluipembiayaampemerintahdaerah dan
selanjutnyaakandibayarkembali(reimburse) olelPemerintanPusatapabilahasil
penanganarpemerintahdaerahsesuadengankriteria/ prioritas.

c. Untukmempercepatpeningkatanpelayananjalan, modelpembiayaandapatpula
melalui availability payment tmisalnyalOtahun).



3) DanaPreservasialan
SalahsatusumberpendanaanyangsekaligusmendorongefisiensiadalahpenerapanRoad
FundmelaluiFEE FOR SERVI®ERdaraaimmembayarpelayanarsesuakerusakaryang
diakibatkanoleh kendaraarnersebut, salahsaturepresentasinyanisalnyamelalu earmark yang
dimasukkampadabahanbakaruntuk preservasjalan PayungnyadalahUU 22/200%entang
LLAJ pasal29. Diaturbahwadanapreservasjalandigunakarkhususuntuk kegiatan
pemeliharaanrehabilitasj danrekonstruksjalanyangsumbernyadari penggungalan Untuk
itu perlu peraturanperundangundanganpendukungmplementasidanapreservasjalan
tersebutuntuk meningkatkarkemantapanalan

4) Urban Road Pricing

a. Untuk kemacetandi perkotaandapat menggunakarroad pricing di Kawasan yartgrjadi
kemacetanuntuk meningkatkanaksesibilitassekaligusnemperolensumberpendanaan
Prinsipnygoricingditerapkanpadakendaraanyangmenyebabkarkemacetarnpadasaatrasio
volumeterhadapkapasitassudahmencapanilai tertentu.

b. Penerapandi Jakartabisamenggantikangenapganjil dan sekaligusnendorong
pemanfaatanBRT dan MRT.

c. Penerapardapatdipertimbangkanpula padaJalanTol saatterjadi kemacetan



2.2 PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS

1) Waktu Tempuh

Isuutamakonektivitasjaringanjalanterkait waktu tempuh, sehinggaerlu menjadiindikator utama
konektivitas Ratag rata waktu tempuh perjalananpadakoridor utamajalannasionalsaatini sekitar 2,2
jam/100 km,masihrelativetinggi dibandingkardenganmisalnyaMalaysiasekitarl,2 jani100 km.
Untuk itu peraturan perundangundanganperlu diarahkanmendukungpercepatanpenurunanwaktu
tempuh. Konektivitas merupakauakuranrelatif suatuketerhubungarpadasuatujaringantransportasi
Konektivitaginggiberarti isolasirendahdanaksesibilitaginggi, sehinggaketerhubungarpalingbaik

Lamanyawvaktu tempuhtersebutdisebabkarantaralain karenalebarjalanyangmasinsempitsehingg:

kapasitagderbatas bercampurnydalu lintas cepatdanlambatakibataktivitasgunalahan(pasartumpal

dll) dan jugameningkatnyarolumekendaraanyangtinggipadajaringanjalanyangmendukungpusat

pusatpertumbuhan.

Untuk menurunkanwaktu tempuh dapatdilakukanmelalur

a. modernisasiaringanjalandenganpembangunanalanbebashambatan maupun

b. modernisasialannasional(nontol) antaralain pelebaranjalan, perbaikangeometricjalan
maupunpembangunanalan bypassatau jalan lingkar perkotaanserta

c. prioritisasidukunganjaringanjalan padaKawasanKawasarpertumbuhanprioritas.



llustrasil: Modernisasjaringanjalan denganpembangunanalan bebas
hambatan maupun modernisasialan nasional(nontol) di PulauJawadan

PulauSumatra Jaringanjalan nasionaltidak mampumengimbangimeningkatnyapermintaan,

yangberujung padakesenjangarkapasitagaringanjalan Kesenjangakapasitagaringanjalansaat
ini diperkirakansekitar17.000lajur-km, perlutambahan4.0007.000lajur-km setiaptahunnyauntuk
memenuhipeningkatarpermintaanlalu lintas.
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llustrasi2: PengembangarebihLanjutjaringan
jalan masional dan jaldal di Jaw#2035)
mempertimbangkamingkatpelayanamruasjalan

Jalan Nasional Non Tol

Sumber: Indll, 2017



llustrasi3: PengembangarebihLanjutjaringan jalan
nasional dan jalan tdi Sumatra2035)
mempertimbangkatingkat pelayananuasjalan

Jalan Nasional Non Tol

Jalan Bebas Hambatan

Sumber: Indll, 2017



